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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR 98/PMK.04/2019 TENTANG TARIF ATAS SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DAN TATA 
CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS 
PELANGGARAN KETENTUAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU 
PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM 

ABSTRAK :  - Bahwa ketentuan mengenai tarif atas sanksi administratif berupa denda dan tata cara pengenaan, 
pemungutan, dan penyetoran sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan devisa hasil 
ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam telah diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda 
dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas 
Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan 
Sumber Daya Alam serta untuk meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan dan 
pengawasan kepabeanan di bidang ekspor serta untuk menyelaraskan ketentuan mengenai pengawasan 
devisa hasil ekspor dengan ketentuan penenmaan negara bukan pajak, perlu melakukan penyesuaian 
terhadap ketentuan mengenai pengawasan pemenuhan ketentuan devisa hasil ekspor sumber daya alam. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana 
telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU 24 Tahun 1999 (LN Tahun 
1999 No.67, TLN No.3844), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 9 Tahun 2018 (LN 
Tahun 2018 No.147, TLN No.6245), PP 1 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.7, TLN No.6302), PP 58 Tahun 2020 
(LN Tahun 2020 No.230, TLN No.6563), PP 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres RI 57 Tahun 2020 
(LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 98/PMK.04/2019 (BN Tahun 2019 No.721). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Dalam hal Eksportir tidak melakukan penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Eksportir dikenakan pungutan berupa denda 
sebesar 0,5% dari nilai DHE SDA yang belum ditempatkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA. Dalam hal 
Eksportir menggunakan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA untuk pembayaran di luar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Eksportir dikenakan pungutan berupa denda sebesar 0,25% dari nilai 
DHE SDA yang digunakan untuk pembayaran di luar ketentuan. Pungutan berupa denda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang berasal dari hak negara lainnya. Hasil pengawasan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan yang 
menunjukkan bahwa Eksportir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, 
dan/atau Pasal 7, menjadi dasar bagi Kepala Kantor Pabean untuk memberikan sanksi administrasi. Kepala 
Kantor Pabean melakukan perhitungan pungutan berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(1) dan ayat (2) dengan mendasarkan pada hasil pengawasan Bank Indonesia yang menunjukkan adanya 
pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Eksportir yang tidak 
melunasi pungutan berupa denda sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 
dikenai denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah pungutan terutang dan bagian dari bulan 
dihitung 1 (satu) bulan penuh. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 September 2021 dan diundangkan pada tanggal 1 Oktober 
2021. 

  - Lampiran halaman 18-51. 

 


